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WALIKOTA PALEMBANG 
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR I ;J TAHUN 2008 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN 
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa dalam rangka eptimalisasi dg.n tertib pembentukan, penataan 
dan pembinaan Rukun Tetangga ·v ff) dan Rukun Warga (RW), 
sebagaimana telah ditetapkan •e:alam Peraturan Daerah Kota 
Palembang Nemer 8 Tahun 20b7 tentang Pembentukan Rukun 
Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). maka dipandang perlu 
menyusun petunjuk teknis Pembentukan, Penataan dan Pembinaan 
Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga {RW); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang 
Petunjuk Teknis Pembentukan, Penataan dan Pembinaan Rukun 
Tetangga {RT) dan Rukun Warga {RW). 

1. Undang-Undang Nemer 28 Tat,un 1959 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II dan Ketapraja di Sumatera Selatan {Lembaran Negara RI 
Tahun 1959 Nemer 73, Tambahan Lembaran Negara Nemor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan 
Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nemer 4389); 

3. Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nemer 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nemer 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nemer 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nemer 3 Tahun 2005 tentang 
Penibahan Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 .tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI 
Tahun 2005 Nemer 108, Tambahan Lembaran Negara 
Nemer4548); 

4. Undang-Undang Nemer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lernbaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomer 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 
{Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nemer 159, Tambahan Lembaran 
Negara Nemer 4588); 

6. Peraturar, Pemerinlah Nomor 38 TaltUn 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Anlara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI 
Tahun 2007 Nemer 82, Tambahan Lembaran Negara Nemer 4737); 

7. Keputusan Presiden RI Nemer 49 Tahun 2001 tentang Penataan 
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain; 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
Pembentukan Rukun Telangga dan Rukun Warga; 

9. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 22 Tahun 2000 lentang 
Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kola 
Palembang Tahun 2000 Nomor 24); 

10. Peraluran Daerah Kola Palembang Nomor 15 Tahun 2005 lentang 
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur 
Organisasi Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan 
(Lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 2005 Nomor 15); 

11. Peraluran Daerah Kola Palembang Nomor 8 Tahun 2007 lenlang 
Pembenlukan Rukun Telangga (RT) dan Rukun Warga (RW) 
(Lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 2007 Nornor 8). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PETUNJUK 
TEKNIS PEMBENTUKAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN 
TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA-fP.W) . 

• 

' BAB(, 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraluran Walikola ini, yang dirnaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kola Palembang. 
2. Pemerinlah Kola adalah Pemerintah Kota Palembang. 
3. Walikola adalah Walikota Palembang. 
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikola Palembang. 
5. Sekrelaris Daerah adalah Sekrelaris Daerah Kota Palembang. 
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan adalah Sadan 

Pemberdayaan Masyarakatdan Kelurahan Kola Palembang. 
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Carnal sebagai Perangkat Daerah 

Kola Palembang, yang dipimpin oleh Carnal. 
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah 

Kola Palembang dalam wilayah kecamatan, yang dipirnpin oleh Lurah. 
9. Kepulusan Carnal adalah sernua Keputusan yang rnerupakan 

Pelaksanaan dari Kebijakan Pemerinlah alasannya dan kebijakan 
Carnal yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan 
kemasyarakatan di Kecamatan sepanjang tidak bertentangan dengan 
kepentingan umurn maupun Peraluran Perundang-undangan yang 
berlaku. 

10. Lernbaga Kemasyarakatan atau sebulan lain adalah lembaga yang 
dibentuk oleh masyarakal sesuai dengan kebuluhan dan rnerupakan 
milra lurah dalam memberdayakan rnasyarakat. 

11 . Rukun Telangga yang selanjulnya disingkal RT adalah lembaga 
kemasyarakalan yang dibenluk rnelalui musyawarah masyarakal dalarn 
rangka mernbanlu Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan 
pemerintahan, pernbangunan dan kemasyarakatan di kelurahan. 

12. Rukun Warga yang selanjulnya disingkat RW adalah lembaga 
kemasyarakatan yang dibenluk melalui rnusyawarah pengurus RT 
dalam rangka membantu Lurah dalam menggerakan swadaya golong 
royong dan partisipasi masyarakat serta membanlu kelancaran tuQas 
pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakal Kelurahan (LPMK) dalam 
bidang pembangunan di kelurahan. 

13. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggungjawab dalam 
keluarga. 

14. Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk selempal yang terdaftar 
pada kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga. 

-
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h. Mengenal lingkungannya dan dikenal rnasyarakat seternpat. 
i. Mernpunyai kernauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan 

membangun. 
j. Telah berternpat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 

dengan tidak putus-putus sesuai dengan alamat yang tercantum 
dalam Kartu Keluarga. 

BAB IV 
PEMILIHAN PENGURUS RT 

Pasal4 

(1) Pengurus RT dipilih dalam musyawarah warga masyarakat di wilayah 
kerja setempat secara demokratis yang diikuti oleh Kepala Keluarga 
atau yang mewakili. 

(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). sah apabila diharliri 
sekurang-kurangnya lebih dari separuh Jumlah Kepala Keluarga dan 
disaksikan oleh Lurah setempat. 

(3) Pemilihan dilaksanakan oleh suatu panitia pemilihan pengurus RT 
yang terdiri dari : • 

' 
a. Seorang pemuka masyarakat setempat yang disetujui sebagai 

Ketua Panitia selaku pemimpin musyawarah pemilihan. 
b. Seorang pemuka masyarakat sebagai sekretaris panitia. 
c. Seberapa anggota yang ditentukan oleh ketua apabila dipandang 

perlu. 

(4) Tugas panilia pemilihan pengurus RT adalah : 

a. Menerima nama-narnayang diusulkan. 
b. Menetapkan jadwal dan waktu rapat. 
c. Melaksanakan pemilihan pengurus. 
d. Menyusun kepengurusan bersama ketua terpilih. 
e. Mengumurnkan hasil susunan pengurus. 
f . Mernbuat Serita Acara Hasil Musyawarah Pernilihan. 
g. Membuat notulen rapat. 

(5) Galon pengurus RT diajukan oleh peserta rnusyawarah sekurang­
kurangnya 3 (tiga) orang. 

(6) Susunan pengurus hasil musyawarah pernilihan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1), dituangkan dalarn Serita Acara Hasil 
Musyawarah Pernilihan sebagaimana format dalam Lampiran · I 
ditandalangani oleh Panitia pemilihan dan dikelahui lurah serta 
dilampiri dengan : 

a. Daftar hadir peserta. 
b. Susunan Pengurus hasil rnusyawarah pemilihan. 
c. Notulen rapat (format notulen sesuai dengan Lampiran II). 

(7) Berita Acara Hasit Musyawarah sebagairnana dimaksud pada ayat (6), 
disarnpaikan kepada Carnal setempat untuk selanjutnya dilaporkan 
kepada Walikota melalui Badan Pernberdayaan Masyarakat dan 
Kelurahan untuk mendapatkan persetujuan alas narna Walikota 
(format surat pengantar Carnal sesuai dengan Lampiran Ill). 

(8) Setelah mendapatkan persetujuan Walikota, Carnal rnenetapkan hasil 
pemilihan RT dengan Keputusan Carnal alas narna Walikota, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. 

(9) Pelantikan Pengurus RT dilakukan oleh Carnal atau dapat 
didelegasikan kepada Lurah setempat yang pelaksanaannya dapat 
diselenggarakan pada kelurahan masing-rnasing dan atau secara 
kolektif dikecamatan setempat 

. I 
I 
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BABV 

PEMILIHAN PENGURUS RW 

Pasal 5 

(1) Pengurus RW dipilih melalui musyawarah yang dihadlri paling banyak 
3 (liga) orang Pengurus dari masing-masing RT diwilayah RW yang 
bersangkutan. 

(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sah apabila dihadiri 
sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah yang diundang. 

(3) Pemilihan dilaksanakan oleh suatu panitia pemilihan pengurus RW 
yang terdiri dari : 

a. Kasi Pemerintahan Kelurahan setempat yang disetujui sebagai 
Ketua Panitia selaku pemimpin musyawarah pemilihan. 

b. Seorang pemuka masyarakat sebagai sekretaris panitia. 
c. Beberapa anggota yang ditentukan oleh ketua apabila dipandang 

perlu. 

" (4) Tugas panitia pemilihan pengurus Rl/'.i it,dalah : 
a. 
b. 
C . 
d. 
e. 
f. 
g. 

Menerima nama-nama yang diusJ)IKan. 
Menetapkan jadwal dan waktu rapa1. 
Melaksanakan pemilihan pengurus. 
Menyusun kepengurusan bersama ketua terpilih. 
Mengumumkan hasil susunan pengurus. 
Membuat Serita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan. 
Membuat notulen rapat. 

(5) Calon pengurus RW diajukan oleh peserta musyawarah sekurang­
kurangnya 3 (tiga) orang. 

(6) Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Serita Acara Hasil 
Musyawarah Pemilihan, sebagaimana format dalam Lampiran V, 
ditandatangani oleh Panitia pemilihan dan diketahui Lurah selempat 
serta dilampiri dengan : 

a . Doftar hadir peserta. 
b. Susunan pengurus hasil musyawarah pemilihan. 
c. Notulen Rapa!. 

(7) Serita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
disampaikan kepada Carnal setempat untuk dilaporkan kepada 
Walikota melalui Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan 
guna mendapatkan persetujuan alas nama Walikota (format surat 
pengantar Carnal sesuai dengan Lampiran Ill). 

(8) Setelah mendapatkan persetujuan Walikota, Camat menetapkan hasil 
pemilihan RW dengan Keputusan Carnal alas nama Walikota, 
sebagaimana format dalam Lampiran VI. 

(9) Pelantikan Pengurus RW dilakukan oleh Camat atau dapat 
didelegasikan kepada Lurah setempat yang pelaksanaannya dapat 
diselenggarakan bersamaan dengan pelantikan Pengurus RT pada 
kelurahan masing-masing dan atau secara kolektif dikecamatan 
setempat. 

BAB VI 
TATA TERTIB PEMILIHAN PENGURUS 

RT DAN RW 

Pasal 6 

(1) Musyawarah pemilihan dilaksanakan pada tempat dan waktu 
sebagaimana ditentukan dalam undangan atau pemberitahuan. 

• 

f 
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(2) Susunan acara musyawarah pemilihan pengurus RT dan RW adalah : 

a. Pendahuluan. 
b. Pengumuman daftar hadir peserta musyawarah pemilihan. 
c. Pembacaan tata tertib. 
d. Penyampaian susunan panitia musyawarah pemilihan. 
e. Pelaksanaan musyawarah pemilihan dan penandatanganan Serita 

Acara. 
f. Pengumuman hasil musyawarah, berdasarkan notulen rapat. 
g. Penutup. 

(3) Tata tertih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun 
berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan. 

(4) Apabila kepala keluarga yang mendapat undangan tidak hadir dalam 
musyawarah pemilihan RT dan RW dapat diwakilkan kepada anggota 
keluarga lain dan atau memberitahukan secara tertulis. 

(5) Seti.'.lp peserta musyawarah µemilihan RT dan KW harus mengisi 
daftar hadir yang telah disediakan, apabila akan meninggalkan 
ruangan musyawarah, terlebih dahu2"1.Jtleminta izin kepada panitia. 

(6) Apabila pada waktu dibukanya form;,, musyawarah pemilihan RT dan 
RW peserta tidak memenuhi kuc,rum maka musyawarah ditunda 
selama-lamanya 1 (satu) jam. 

(7) Apabila dengan penundaan waktu tersebut belum juga memenuhi 
kuorum, maka musyawarah tetap dapat berjalan dan segala 
keputusannya dinyatakan sah. 

BAB VII 
TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN ATAU PERGANTIAN 

PENGURUS RT/RW 

Pasal7 

(1) Pemberhentian dan atau pergantian pengurus RT/RW sebelum habis 
masa bhaktinya pengurus RT/RW yang disebabkan oleh hal-hal yang 
tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau 
norma-norma kehiduµan masyarakat ditetapkan metatui musyawarah 
pengurus RT/RW. 

(2) Musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pemberhentian dan 
atau pergantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dinyatakan sah dan dapat ditelapkan dengan keputusan apabila 
dihadiri oleh ; 

a. Lurah dan atau Kasi Pernerintahan. 
b. Ketua RW setempat. 
c. Pengurus RT setempat. 

(3) Pergantian dan atau Pemberhentian RT/RW yang disebabkan oleh 
hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan 
atau norrna-norma kehidupan masyarakat ditetapkan melalui 
musyawarah Pengurus RT/RW dengan melibatkan Lurah, Ketua RW 
dan Kepala Keluarga setempat atau yang mewakili untuk : 

a. Mengevaluasi, menentukan bersalah atau tidaknya, 
memberhentikan dan mengganti pengurus RT/RW yang dianggap 
melanggar tersebut. 

b. Apabila hasil musvawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a, menyepakati bahwa pengurus RT/RW terbukli melakukan 
hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang­
undangan atau norma-nonna kehidupan masyarakat, maka dapat 
diberhentikan dengan Keputusan Carnal alas nama Walikota 
Palembang . 

• 



-----------
7 

(4) Daftar Pengurus RT/RW yang diberhentikan dan atau diganti 
berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah 
Pemberhentian dan atau Pergantian Pengurus RT/RW dengan format 
sebagaimana dalam lampiran VII yang ditandatangani oleh Pimpinan 
Musyawarah dan diketahui oleh Lurah serta dilampiri dengan : 
a. Daftar hadir peserta. 
b. Susunan Pergantian Antar Waktu Pengurus RT/RW. 

(5) Berita Acara Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
disarnpaikan kepada Carnal setempat untuk selanjutnya dilaporkan 
kepada Walikota rnelalui Badan Pernberdayaan Masyarakat dan 
Kelurahan, guna mendapatkan persetujuan atas nama Walikota. 

(6) Setelah rnendapatkan persetujuan Walikota, Carnal rnenetapkan 
Keputusan Carnal alas narna Walikota (format sebagaimana 
dimaksud dalam lampiran VIII). 

BAB VIII 
TATA CARA PEMEKARAN, P.f.NGGABUNGAN DAN 

PENGHAPUSl N RT 

Pasal 8 

(1) Pemekaran RT dapat dilakukan apabila jurnlah Kepala Keluarga 
dafam RT mefebihi 100 Kepafa Keluarga. 

(2) Penggabungan dan penghapusan RT dapat dilakukan apabila jurnlah 
Kepala Keluarga dafarn 1 (satu) RT kurang dari 50 Kepala Kefuarga. 

(3) Usuf untuk dilakukan pemekaran, penggabungan dan penghapusan 
dapat disampaikan oleh warga rnasyarakat dan pengurus RT 
setempat dan atau di fasilitasi langsung oleh Lurah. 

(4) Lurah melakukan inventarisasi data Kepala Keluarga dan melakukan 
rapat atau musyawarah untuk pelaksanaan pemekaran, 
penggabungan dan penghapusan RT. 

(5) Hasil musyawarah pernekaran, penggabunqan dan penghapusan RT 
dituangkan dalam Serita Acara Hasil Musyawarah yang 
ditandatangani oleh Pimpi~an Musyawarah, diketahui lurah (format 
sebagairnana dirnaksud dalam Lampiran IX) serta dilampiri dengan 
daftar hadir peserta. 

(6) Berita Acara Hasil Musyawarah, selanjutnya disampaikan kepada 
Camat selempat untuk dilaporkan kepada Walikota mefalui Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan untuk rnendapatkan 
persetujuan. 

(7) Setelah mendapatkan persetujuan Walikota, Carnal menetapkan 
Keputusan Carnal atas nama Walikota (format sebagairnana 
dimaksud dalam Lampiran X). 

BAB IX 
MUSYAWARAH RT DAN RW 

Pasal 9 

(1) Musyawarah RT dan RW adalah merupakan wadah musyawarah 
dalam linykungan RT dan RW. 

(2) Musyawarah RT dan RW dinyatakan sah dan dapat menetapkan 
suatu keputusan apabila dihadiri dari separuh jumlah Kepala Keluarga 
diwilayah yang bersangkutan. 

.. 
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BAO X 
TATA CAR/\ 1'1:MClll4A/\N RT U/\N HW 

l'asal 10 

(1) Lurah molalui l(epala Snksi Pe111el111laha11 111elakul:a11 i11ve11larisasi 
uata RT aleu flW ya11y atla wilnyahnya. 

(2) Pc1111Ji11aa11 ya11y dapal dilokukan Lur oh, 111eliputi : 

a. mem!Jerikan peuu11m11 m l111h1islrasi , lala naskah dinas dan 
pelapo1a11. 

u. Me111l.Je1ika11 l.Jhnl.Jinyan dnn ku11sullasl pef:,ks:m:rn11 tuyas chm 
lu11ysl HT I.Ian HW. 

c. Melaksanakan µomlidikan dan pelatihan !Ja\ji pe11yu1 us RT tlan 
HW. 

d. Meml.Jerikan pe11uharyaa11 utas t.,_ restasi ya11v dilaksanakon 
selama masa lihakli kepenyurusan RT tlan flW. 

(3) Lu1ah waji!J melakul1a11 1apal alm1 perle111uan secara rulln maupun 
lnsidenlil untuk menampuny aspirasl HT atau HW dnn memliahas 
pe11nasalaha11 serla sulusi pe111ecahannya. 

(4) I lasil pertemuan tliluanykan dalam 11otule11 rapal yany dikotahui 
Lu rah, u11luk kcmutlian tlilapoi kan kcpoda Camat dalam pelaksonaan 
pe111ui11aon. 

(5) Lurah tlopal 111e11yilllll serlakan pihak kecamatan selempal atau 
inslansi \erkait. 

(0) Lurah dapat 111e111lie1ika11 teyumn secara lisan mauµun lulisan 
lerlmdap llinorja pe11uurus HT alau HW yang tlinilai lidak 
111elaksa11akan tuyas dan funvsinya dcnyan !Jaik. 

(7) Torhatlap penyurus HT olau HW ya1111 uerpreslasi Lur::ih dapal 
111e1111Jerika11 penuharyaan sesual dcnyan prestasinya. 

BAD XI 
IU:LENGICI\PAN lUGf\S 

Pasal 11 

l<ele11ukapa11 dala111 µelaksanaan da11 lun!JSi luyas R'I dan HW melipull 
l<op surat, papan nama serla stempcl Hr don flW denya11 benluk dan 
lo1111al se!Jayaimana lerseuul tlalarn La111pira11 XI . 

Pasal 12 

Pe, aluran inl mulai lierlaku pada lanyyal diundanykan. 

Ayar seliap ora11y . · menyetahuinyo. 111e111e1inlahkan penyundangan 
Peraluran i11i, tlengan pcnempalannya dalam Uerita Daerall l<ola 
Palembany. 

Uilelapkan tll Palemb:111y 
pada lonyyal IO Al'l-i I 2000 

I .. 
1 · 



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR : I~ TAHUN 2008 
TANGGAL: I(.) APR.t(... 2008 
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, 

PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN 
TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA 
(RW). 

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS 
RUKUN TETANGGA (RT) ......... RUKUN WARGA (RW) . ........ . 

KELURAHAN ............... KECAMATAN ............... . 
MASA BHAKTI .. ............ . 

NOMOR: ....................................................... . 

Pada hari ini ... ........ . .. . tanggal ... . .... ... bulan .... .. . .. tahun ...... bertempat di .... . .. . ... telah 
diadakan musyawarah pemilihan Pengurus Rukun Tetangga {RT) .. . .. . . .. .. . Rukun Warga (RW) 
... .... .. Kolurehan ............. l<ecamatan ...... . ...... Ma~a Bhaktl ................. . .. . . 

Musya'llarah dihadiri oleh ... .......... orang sebagalmana da01J.I' hadir terlampir. 
Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan me~;.,.pkan Susunan Pengurus Rukun 
Tetangga (RT) ............ Rukun Warga (RW) ........ . Kelurat'\.,..1 .. .. ... . . . .. Kecamatan ............ . 
sebagal berikut : 

. .,I_,. 
, . Ketua 

II. Sekretaris 

111. Bendahara 

IV. Beberapa Seksi (sesuai dengan kebutuhan dan dipanclang perlu} melipuli: 

1. Seksi Keamanan dan Keter1iban. 
2. Seksi Kerahonian atau Agama. 
3. Seksi Sosial Kemasyarakatan dan Perekonomian. 
4. Seksi Pendidikan atau Pengembangan SOM. 
5. Seksi Kesehalan dan Kependudukan. 
6. Seksi Pemuda dan Olahraga. 
7. Seksi Pemberdayaan Perempuan. 
8. Seksi Pariwisata, Seni Budaya. 
9. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkun~an. 

10. Seksi 1-ubungan Masyarakat (Humas). 

Demikian Serita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

PALEMBANG, ..................... . 
PANITIA MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS RT ... RW ...... 

KELURAHAN ...... KECAMATAN .......... .. 

Ketua, Sekretaris, 

Mengetahui 
Lurah .. ... .... ......... . 

NIP ...... ........ .... . 

•• 
I 



NO Nt.Mr. 

' tv~. 

' . 

Menyelahul 
Lurah ................ ...... , 

NIP . .. ............... . 

,uf~ ral,1nh111d 
. ·• .oaa,.-.,,iu, - 101) 8 
. enMt • 
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;,:c;..· M/\T, nr T/\NU/\ T/\NGAN 

Ketua Panilia 
Pe111uka Masyarakel, 

l \ 11 , f "~ , II ,men. ,A. St /, , .. ::.7.1' . i,1nn11 D-'FftAJI KOTA ~AltMMlhl 
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1. Pelaksanaan Rapat 
Hari I Tanggal 
Waklu Rapat 
Tempat Rapa! 
Pimpinan Rapa! 

2. Peserta Rapat 
Jumlah yang diundang 
Jumlah yang hadir 
Jumlah yang tidak hadir 
Lamplran daftar hadir 

3. Susunan Acara 

4. Uraian jalannya rapat 

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOM0R : I? TAHUN 2008 
TANGGAL: ro APP.It- 2008 

3 

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, 
PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN 
TETANGOA (RT) DAN RUKUN WARGA 
(RW). 

NOTULEN RAPAT 

a. Pembukaan. 
b. Laporan Ketua Panilia. • 
c. Sambutan Lurah (alau yang mewakili). 
d . Pemilihan Ketua RT atau RW. 
e. Penghitungan suara. 
f. Penutup. 

a. Penentuan calon Ketua RT atau RW. 
- Pemungutan suara. 
- Penghitungan suara. 

b. Menetapkan pemenang atau suara terbanyak r11enjadi Ketua RT atau RW. 
5. Keputusan yang diambil 

1. ·········· 
2 ..................... . 
3. dst .... ............... .. . 

6. Lain-lain 

7. Penutup 
: Ucapan !:elamat kepada Kalua yang baru. 

: Do'a dipimpin oleh : .. ..... ..... ............ ....... . 

Palembang, ... .. ... ... ..... .... . 

Pimpinan Rapat, 
Notulis, 

••• •• •• Ho , .. ,,,, ,,,,,o,,,,,,, , 

Mengetahui 
Lurah .. ................... . . 

················ ........... ,, .. 
NIP .............. .... , 

.,,:, 
I . 
'' 

/i. 

I) 
I 



NO 

1 

LAMPIRAN Ill PERATIJRAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR : 1; TAHUN 2008 
TANGGAL : lO ,'ll'll-1 L- 2-000 

4 

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, 
PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN 
TETANGGA (RT, DAN RUKUN WARGA 
(RW,. 

Palembang, .. .... ................. ... . 

Kepada 

Yth, Kepala Badan Pernberdayaan 
Masyarakat dan Kelurahan 

di-

Palembang 

SURAT PENGANTAR t 

• 
NOMOR: ....................................... . • 

Jenls vana dlkirim Banvakn.ya Keteranaan 

Berkas Pemilihan Pengurus RT atau RW 4 (empat) eksplar. - Disampaikan untuk 
Penggabungan/Pemekaran/Penghapusan mendapat persetujuen 
RT ......... RW ............. guna proses lebih lanjut. 

- Berkas telah sesuai 
dengan ketentuan dalam 
Peraturan Walikota 
Palembang Nomor ....... 
Tahun ......... tentang 
......................... 

Carnal .... .... • 

NIP . ...... ..... . . 

---
1n HHmen, M. SI 

BIRITA OAEIIAH KOTA l'Al.EM81\Wl 
TA HUN 2008 IIOMOR i3 

r· 
I 

"' I 



Menimbang 

Mengingat 

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR : I~ TAHUN 2008 
TANGGAL: IO A~\\... 2008 

5 

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, 
PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN 
TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA 
(RW). 

KEPUTUSAN CAMAT ........ . 
NOMOR ...... TAHUN ... ..... . 

TENTANG 

PENETAPAN KEPEPIGURUSAN 
RUKUN TETANGGA (RT) ..... .... RUKUN WARGA (RW) .. .. .. ... . 

KELURAHAN ......... ... ... KECAMATAN . ..... .. ....... . 
MASA BHAKTI .......................... . 

CAMAT .................. .. .. . 

a. bahwa dalam rangka oplimalisasi lugas dan fungsl RT dan RW serta 
berdasarkan Serita Acara Hasil Musya1c:roh Pemilihan Pengurus RT ..... . 
RW ...... ..... Kelurahan .......... Keca~f an .... ... .. . Nomor ·: . ... ........... .. 
dan PerseluJuan Wahkota Palembang ),'IOmor ............... , seJalan dengan 
ketentuan Pasal 14 ayal (2) Peraluran Daerah Kola Palembang Nomor 8 
Tahun 2007 lenlang Pembenlukan Rukun Telangga (RT) dan Rukun 
Warga (RW), perlu meninjau dan menyernpurnakan kembali kepengurusan 
RT .......... RW ............ ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menelapkan Kepulusan Carnal lentang Penetapan Kepengurusan 
Rukun Talangga (RT) ... .... .. Rukun Warga (RW) .......... Kelurahan 
.......... .... Kecamatan ................ Masa Bhakli ...... ........ . 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkal II dan Kotapraja di Sumatera Selalan (Lembaran Negara RI Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Nomor 1821): 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lentang Pembenlukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53. 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lenlang Pemerinlahan Daerah 
(lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 lentang Penelapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 lenlang Pemerinlahan Daerah Menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4548); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenlang Perimbangan Keuangan 
Anlara Pemerintah Pusat dan Pemerinlah Oaerah (Lembaran Negara RI 
Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

5. Peraluran Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4588); 

6. Peraluran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi 
Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahuo 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

7. Peraluran Oaerah Kola Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kora 
Palembang Tahun 2000 Nomor 24); 

8. Peraturan Oaerah Kola Palembang Nomor 17 Tahun 2001 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kola Palembang 
Tahun 2001 Nomor 23); 

9. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 15 Tahun 2005 tentang 
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 
Badan Pemberdayaan Masyarakal dan Kelurahan (Lembaran Oaerah Kola 
Palembang Tahun 2005 Nomor 15); 

. . 

I 

I, 
I, 

I 



Menelapkan 

PERTAMA 

6 

10. Peraluran Daerah Kola Palembang Nomor 8 Tahun 2007 lentang 
Pembenlukan Rukun Telangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran 
Oaerah Kola Palembang Tahun 2007 Nomor 8); 

11. Peraluran Walikola Palembang Nomor Tahun 2008 lenlang Petunjuk 
Teknis Pembentukan, Penalaan dan Pembinaan Rukun Tetangga 
(RT) dan Rukun Warga (RW) (Serita Daerah Kola Palembang Tahun 
2008 Nomor ). 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN CAMAT ................ TENTANG PENETAPAN 
KEPENGURUSAN RU KUN TETANGGA (RT) ......... RUKUN WARGA (RW) 
.......... KELURAHAN ............... KECAMATAN ................ MASA BHAKTI 

,.~ 
Menelapkan Kepengurusan RT ........ A V/ .......... Kelurahan ............ . 
Kecamalan ............. Masa Bhakli ........ ti', dengan susunan sebagaimana 
tersebul dalam lampiran dan merupakan l:>agian yang lidak lerplsahkan dari 
Kepulusan ini . ...,, ' 

'°"'EDUA Kepulusan ini mulai berlaku pada langgal dilelapkan. 
, 

Ditetapkan di Palembang 
pad a tanggal ........ .... . . 

a.n. Walikola Palembang 
Carnal ...... .. . 

NW . .... .. ... . .. . 

; Tembusan : 
·- 'Cu· Walikota Palembang. 

--:2. Kelua DPRD Kola Palembang. 
3. Kepala Sadan PMK Kola Palembang. 
4. Kabag. Tata Pemerinlahan Setda Kola Palembang. 
5. Lurah .............. .. 
6 ................. .. ................. . 

T PALEMBANG, 

. ' 



KEPUTUSAN CAMAT .................... . 
NOMOR : I? TAHUN 2008 
TANGGAL: (O Af')2.(l- 2008 

7 

TENTANG: PENETAPAN KEPENGURUSAN RUKUN 
TETANGGA (RT) •.••..•.. RUKUN WARGA 
(RW) KELURAHAN .•... .....•..•. 
KECAMATAN •..•••.•••...... MASA BHAKTI 

SUSUNAN PENGURUS RT ........ RW .......... . 
KELURAHAN ................ KECAMA TAN ........... . 

MASA BHATI .................. . 

I. Ketua 

II. Sekretaris. 

Ill. Bendahara 

IV. Beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan dan dipandang ~ ,u. seksi-seksi tersebut adalah 
sebagai benkut : 

I. Seksi Keamanan dan Ketertiban. 
.J · 2. Seksi Kerahonian atau Agama. 

3. Seksi Sosial Kemasyarakalan dan Perekonomian. 
4. Seksi Pendidikan atau Pengembangan SOM. 
5. Seksi Kesehatan dan Kependudukan. 
6. Seksi Pemuda dan Olahraga. 
7. Seksi Pemberdayaan Perempuan. 
8. Seksi Pariwisata, Seni Budaya. 
9. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan. 

I 0. Seksi Hubungan Masyarakat (Humas). 

a.n. Walikota Palembang 
Carnal .. . . ... . . 

NIP ...... ... . ... . 

~ 
) 

I 

"" 

• I 

r 



LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR : I~ TAHUN 2008 
TANGGAL: to APRIL. 2008 

8 

TENTANG: PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, 
PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN 
TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA 
(RW). 

SERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS 
RUKUN WARGA (RW) .......... KELURAHAN ............... KECAMATAN ......... ...... . 

MASA BHAKTI ........... .. . 

NOMOR : ...................................... ................. . 

Pad a hari ini ...... ... ...... tanggal .. .. ....... bulan ......... tahun .. .... bertempat di ... .. ... . .. tel ah 
diadakan musyawarah pemilihan Pengurus Ku1<un Warga (RW) . . . . . . . . . Kelu, "han ............ . 
Kecamalan ., .......... Masa Bhakli ... .... ... .......... . . 

Musyawarah dihadiri oleh .. . .... ...... orang sebagaimana dJ,::..,, hadir terlampir. 
Oalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan merii't~pkan Susunan Pengurus Rukun 
Warga (RW) .... .... . Kelurahan ...... .... .. Kecamatan ..... .... ...... sebagai berikut : 

·d LJ.Ketua 

VI. Sekretaris 

VII.Bendahara 
VIII. Beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan dan dipandang perlu, seksi-seksi 

tersebut ajalah sebagai berikut : 

I. Seksi Keamanan dan Ketertiban. 
2. Seksi Kerahonian atau Agama. 
3. Seksi Sosial Kemasyarakatan dan Perekonomian. 
4. Seksi Pendidikan atau Pengembangan SOM. 
5. Seksi Kesehatan dan Kependudukan. 
6. Seksi Pemuda dan Olahraga. 
7. Seksi Pemberdayaan Perempuan. 
8. Sok,ii Pariwisata, Seni Budaya. 
9. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan. 

I 0. Seksi Hubungan Masyarakat (Humas). 

Demikian Serita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

PALEMBANG, ......................... . 
PANITIA MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS RW ..... . 

KELURAHAN .. .... KECAMATAN ........... . 

Ketua, Sekretaris, 

Mengetahui 
Lurah ....................... , 

NIP . ....... ......... . 



NO NAMA 

-

Mengetahui 
Lurah .............. .... ..... . 

NIP ............... ... . 

'• ' 
... , \ - Ou. t 

\ 9~ .,. .· 
'-'. I. f? M e . 

~=.:::=..:=;./ 

tmtn, M , SI 
••RITA DAEIIAH KOTA PAL •M~A•i • 

T AIIUN 200 8 NOMOA 13 
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DAFTAR HAOIR PESERTA PEMILIHAN KETUA RW 
SERTA KEPENGURUSANNYA. 
KELURAHAN 
KECAMATAN 
HARi 
TANGGAL 

ALAMAT /RT 

.f .. 

TANDA TANGAN 

• 

Ketua Panltia 
Kasi Pemerintahan, 

PALEMBANG, 

, ' '1! 
: ·EODYS NTANA PUTRA 

r· 
I 



Menimbang 

Mengingat 

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR : I~ TAHUN 2008 
TANGGAL : IO l'\PR.1 l- 2008 

10 

TENTANG: PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, 
PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN 
TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA 
(RW). 

KEPUTUSAN CAMAT ........ . 
NOMOR ...... TAHUN ........ . 

TENTANG 

PENETAPAN KEPENGURUSAN RUKUN WARGA (RW) ......... . 
KELURAHAN .... .......... . KECAMATAN ............... . 

MASA BliAKTI ................. . 

CAMAT ...................... . 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi RW serta berdasarkan 
Serita Acara hasil musyawarah Pemiliharl"Jlengurus RW ..... ... .. Kelurahan 
.. . ... . .. . Kecamatan .. ... .. .. . Nomor , .. .... dan Perselujuan Walikota 
Palembang Nomor ..... .... ..... , sejalan dengan ketentuan Pa·sal 14 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), perlu 
meninjau dan menyempurnakan kembali kepengurusan RW ...... .... .. : 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Keputusan Carnal tentang Penetapan Kepengurusan 
Rukun Warga (RW) ...... .... Kelurahan .... .... ..... .. Kecamatan ....... . 
Masa Shakti .. .. ... .... . 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821 ); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437) sebagairnana lelah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantj 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 

4 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4588); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah Provinsi 
Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

7. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah Kola Palembang (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2000 Nomor 24); 

8. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 17 Tahun 2001 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palembang 
Tahun 2001 Nomor 23); 

9. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 15 Tahun 2005 tentang 
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasl 
Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kata 
Palembang Tahun 2005 Nomor 15); 

l 

I 
1i 

.. 
r ,. 



Menetapkan 

PERTAMA · 

KEDUA 

Tembusan: 

II 

10. Peraturan Oaerah f(uta Palembang Numur 8 Tahun 2007 tentang 
Pernbentukan Rukun Telangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran 
Oaerah Kola Palembang Tahun 2007 Nomor 8). 

11. Peraluran Walfkota Palembang Nomor Tahun 2008 tentang Petunjuk 
Teknis Pernbentukan, Penataan dan Pemblnaan Rukun Tetangga (RT) dan 
Rukun Warga (nW) (Berita Daerah Kola Palembang Tahun 2008 
Nomor ). 

MEMUTUSI\AN 

KEPUTUSAN CAMAT ................ TENTANG PENETAPAN 
l{EPENGURUSAN RUKUN WARGA (RW) .......... KELURAHAN 
............... KECAMATAN ................ MASA BIIAKTI ............... . 

Menelapkan Hasil Kepengwusan nw .......... Kelurahan ... .......... Kecarnatan 
.. .... .. .. . .. Mase Bhakli .. .... .. ...... ..• denga.l)!,~usunan sebagaimana tersebut 
dalarn lampiran dan merupakan bagian yaf j tidak terpisahkan dari Keputusan 
ini. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diletapkan. 

Diletapkan di Palembang 
pad a tanggal .... .... .. ... . 

a.n. Walikota Palembang 
Carnal .... ... . . 

...... ... ....... , ... 
NIP . .... ...... . . 

1. Watikota Palembang. 
2. Ketua DPRD Kola Palembang. 4 

.,,· Kepala Badan PMK Kota Palembang. 
--... Kabag. Tala Pernerinlahan Setda Kola Palembang. 

5. Lurah .... ....... .... . 
6. ··· ·· ·• ... .... ..................... . 

~r1b~n di ra1emho11g 
~'-'~{\'.l!l<lf>\. IC-'I- 2008 
;'/ ~El, . rl\r.lS OAfnAII 

( __ f.-c:. K;11r,~·• r : i:m11 tr 

s "t::,t~ - -- . --- /, 

.• 
"' ~ Ora. ~fir7 Ho,men, M, Sl 
, __ •v BlRITA Di\ERAH KOTA PAl£MOAN" 

';; J [: \t ' TAIIUN 200 8 N0~10R 13 ,~..:..;.._- _.... 

'I 
I ,, 

I
. ,: 
. ' \ 



LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOM0R : I? TAHUN 2008 
TANGGAL : IO APP.IL.- 2008 

13 

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, 
PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN 
TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA 
(RW). 

SERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMBERHENTIAN / PERGANTIAN 
PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) ......... RUKUN WARGA (RW) ......... . 

KELURAHAN ............. .. KECAMATAN .............. .. 
MASA BHAKTI .............. . 

NOMOR : ............. ................................ .......... . 

Pada hari int ........... .. .. tang gal .... . ...... bulan .. ....... lahun ... . .. bertempal di ...... .... . telah 
diadakan musyawarah pemberhenlian I pergantian Pengurus Rukun Tetangga (RT) ...... .... .. Rukun 
Warga (RW) .... . .... Kelurahan .. .. ... .... . KP.r.amalan ......... ...... Masa Bhakli .. .. . ... ...... ...... . 

Musyawarah dihadiri oleh ............. orang sebagaimana daftar hadlr terlampir. 
Datam musyawarah tersebut telah diambil keputusan member!),3,.likan/mengganti Pengurus Rukun 
Telangga (RT) .. .. . .. . .. .. Rukun Warga (RW) .. ....... Kelurahall . .. .. .. .. . Kecamatan .............. yang 
tersebut dibawah ini : , 

•• ,,,, · I. Nam a .... ..... .. .. ..... Jabatan .... ................... .. 
~ -•I. dst .. ................ .. .. ... .. .. 

Dengan susunan kepengurusan baru sebagai berikut : 

I. Ketua 

II. Sekretaris 

Ill . Bendahara 

IV. Beberapa Seksi (sesuai dengan kebutuhan dan dipandang perlu) melipuli : 
1. Seksi Keamanan dan Ketertiban. 
2. Seksi Kerahonian atau Agama. 
3. Seksi Sosial Kemasyarakatan dan Perekonomian. 
4. Seksi Pendidikan alau Pengembangan SOM. 
5. Seksi·Kesehatan dan Ke,.,endudukan. 
6. Seksi Pemuda dan Olahraga. 
7. Seksi Pemberdayaan Perempuan. 
8. Seksi Pariwisata, Seni Budaya. 
9. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan. 

10. Seksi Hubungan Masyarakat (Humas). 

0ernikian Serita Acara lurun ini dibuat unluk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

PALEMBANG, ............ ........ .. 
PANITIA MUSYAWARAH PEMBERHENTIAN I PERGANTtAN 

PENGURUS RT ... RW ..... . 
KELURAHAN ...... KECAMATAN .......... .. 

Kelua, Sekretaris, 

Mengetahui 
Lurah .......... .. .. ...... .. . 

NIP .... ..... .. .. ... .. 

' 
i 
' r 

' 

r 



NO NAMA 

~1)• 

Mengetahui 
Lurah ...... . 

NIP . ... .. ............ . 

~,,:..-f,iT-\in'U~l<en di P1tlflmhting 
,f<t1H'& 1 ~"' I /0·</- 2008 

DAERAH 

/ a~r~ 0 
. . 

14 
DAFTAR: HA0IR PESERTA PEMBERHENTIAN I 

PERGANTIAN KETUA RT .... RW ••• SERTA 
KEPENGURUSANNYA. 
KELURAHAN 
KECAMATAN 
HARi 
TANGGAL 

ALAMAT / RT 

,f 
, 

TANOA TANGAN 

. 

Ketua Panitia 
Pemuka Masyarakat, 

,, 
I I .. 



Menimbang 

Mengingat 

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR : I'!> TAHUN 2008 
TANGGAL: le:> APP.It. 2008 

15 

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, 
PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN 
TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA 
(RW). 

KEPUTUSAN CAMAT ...•..... 
NOMOR ...... TAHUN ....•.... 

TENTANG 

PENETAPAN PEMBERHENTIAN / PERGANTIAN KEPENGURUSAN 
RUKUN TET ANGGA (RT) ......... RU KUN WARGA (RW} .•....•... 

KELURAHAN ............... KECAMATAN ............... . 
MASA BHAKTI ..•............ 

CAMAT ...................... . 

: a. bahwa dalam rangka optimalisasi fr.gas dan fungsi RT dan RW serta 
berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemberhentian/Perganlian 
Pengurus Rukun Telangga (RT) . .. ... ... Rukun Warga (RW) .... .... . . 
Kelurahan .... ...... Kecamalan .......... Nomor ..... ........ dan Perselujuan 
Walikota Palembang .... .. ... ... . , sejalan dengan kelenluan Pasal 14 ayal 
(2) Peraluran Daerah Kola Palembang Nomor 8 Tahun 2007 lenlang 
Pembenlukan Rukun Telangga (RT) dan Rukun Warga (RW), perlu 
meninjau dan menyempurnakan kembali kepengurusan RT . . . . . . .. . . RW 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menelapkan Kepulusan Carnal tentang Penelapan Pemberhentian/ 
Perganlian Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) ..... . ... Rukun Warga 
(RW) . . . . . . . . . . Kefurahan . .. . . . . . . . . . . . . Kecamatan ....... .. .. . . . Mas a Bhakti 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 lentang Pembenlukan Daerah 
Tingkat II dan Kolapraja di Sumalera Selalan (Lembaran Negara RI Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821 ); 

2. Undang-Undang Nomor 1 O Tahun 2004 tenlang Pembenlukan Peraluran 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerinlahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 lenlang Penelapan Peraluran Pemerinlah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 lenlang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerinlahan Daerah Menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4548); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan Keuangan 
Anlara Pemerinlah Pusal dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tenlang Kelurahan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4588); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 T"hun 2007 tontang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Anlara Pemerinlah, Pemerinlahan Daerah Provinsi 
Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

7. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tenl ang 
Kewenangan Pemerintah Kola Palembang (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2000 Nomor 24); 

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2001 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kola Palembang 
Tahun 2001 Nomor 23): 

• 

I 
. j 
j 

I 



Menetapkan 
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9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2005 tentang 
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2005 Nornor 15); 

10. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 8 Tahun 2007 lentang 
Pembentukan Rukun Telangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran 
Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8); 

11. Peraturan Walikota Palembang Nomor Tahun 2008 tentang Petunjuk 
Teknis Pembentukan, Penalaan dan Pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan 
Rukun Warga (RW) (Berila Daerah Kola Palembang Tahun 2008 
Nomor ). 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN CAMAT ................ TENTANG PENETAPAN 
PEMBERHENTtAN / PERGANTIAN KEPENGURUSAN RUKUN 
TETANGGA (RT) ...... RUKUN WAi~}. (RW) .......... KELURAHAN 
............... KECAMATAN ................ MA,_ BHAKTI .............. . 

- . PERTAMA Menetapkan Pemberhentian f Pergantian Sdr ............... dari Kepengurusan -

\') 

KEDUA 

KETIGA 

Tembusan: 

Rukun Tetangga (RT) .. .. . .... Rukun Warga (RW) .. .. .. .. .. Keturah an 
............... Kecamatan ................ Masa Bhakti ............... . 

Susunan Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) ...... ... Rukun Warga (RW) 
.......... Kelurahan ...... ...... ... Kecamalan ................ Mas a Bhakti ..... . 
selanjutnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditelapkan di Palembang 
pada tanggal .. .. ... ..... .. 

a.n. Walikota Palembang 
Carnal .. ....... 

... ... ... ... .. ' ... ~. 
NIP .... .. ..... .. 

1. Walikota Palembang. 
2. Ketua. DPRD Kola Palembang. 
3. Kepala Badan PMK Kota Palembang. 
4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kola Palembang. 
5. Lurah .. ........... .. 
6 ....... ............................ .. 

7 

~ Dre. ~irwan Haem,m. M. SI 
4 l \,I, . IERITA 0'-EIIAfl KOTA ~Al fMAANo 

~_..;:.-- TAHUN2oo8 N0.,I0R l:J 

• 
' 

I 
r l 
I • 

I 
' 
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KEPUTUSAN CAMAT .............. ...... . 
NOM0R : r; TAHUN 2008 
TANGGAL: 10 APR.IL- 2008 
TENT1'NG : PENETAPAN PEMBERHENTIAN / 

PERGANTIAN KEPENGURUSAN RUKUN 
TETANGGA (RT) ••.... RUKUN WARGA 
(RW) .. .......• KELURAHAN .............. . 
KECAMATAN ..•.••...••.•..• MASI\ BHAKTI 

SUSUNAN PENGURUS RT .•...... RW .......... . 
KELURAHAN ..... ... . ....... KECAMATAN ..... •... ... 

MASA BHAT! .................. . 

I. Ketua 

II. Sekreta/is 

Ill. Bendahara 

IV. Beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan dan dipandan1 :oerlu, seksi-seksi lersebut adalah 
sebaga, berikut : 
1. Seksi Keamanan dan Ketertiban. 

,. 2. Seksl Kerahonian atau Agama. 
3. Seksl Sosial Kemasyarakatan dan Perekonomian. 
4. Seksi Pendidikan atau Pengembangan SDM. 
5. Seksi Kesehatan dan Kependudukan. 
6. Seksi Pemuda dan Olahraga. 
7. Seksi Pemberdayaan Perempuan. 
8. Seksi Parlwisata, Se11i Budaya. 
9. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungsn. 

10. Seksi Hubungan Masyarakat (Humas). 

a.n. Walikota Palembang 
Carnal ... ..... 

NIP ........... . 

' I 



LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR : I? T AHUN 2008 
TANGGAL: (0 Al'{l.JL. 2008 
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, 

PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN 
TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA 
(RW). 

SERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMEKARAN/PENGGABUNGAN/ 
PENGHAPUSAN RUKUN TETANGGA (RT) ... RUKUN WARGA (RW) ..... . 

KELURAliAN ............... KECAMATAN ............... . 
MASA BHAKTI .............. . 

NOMOR: ....................................................... . 

Pada hari ini .. ............ . tanggal .. . .. .... .. bu Ian ...... . .. tahun .. . ... bertempat di ...... ... . . tefah 
dladakan musyawarah pernekaran/penggabungan/penghapusan Rukun Tetangga (RT) .......... .. 
Rukun Warga (RW) ......... Kefurahan ............. Kecamatan ........ . .... Masa Bhakli .. .... . 

Musyal<\'arah dihadiri oleh ............. orang sebagaimana daftar hadir terfampir. 
Dalam musyawarah tersebut tefah diambil keputusan dan mene~ o,i;an pemekaran/penggabungan/ 
penghapusan Rukun Tetangga (RT) .. .. .. .. .. .. Rukun Wa'.ga ,QW) . . . . . .. .. Kelurahan ........... . 
Kecamalan ...... ....... dengan susunan kepengurusan sebaga1 ber.l<ut : 

, I. Kelua 

~. Sekretaris 

Ill. Bendahara 

JV. Beberapa Seksl (sesuai dengan kebutuhan dan dipandang perlu) melipuli : 

1. Seksi Keamanan dan Kelertiban. 
2. Seksi Kerahonian atau Agama. 
3. Seksi Soslal Kemasyarakatan dan Perekonomian. 
4. Seksi Pendidikan atau Pengembangan SOM. 
5. Seksl Kesehatan dan Kependudukan. 
6. Seksi Pemuda dan Olahraga. 
7. Seksi Pemberdayaan Perempuan. 
8. Seksi Pariwisata. Seni Budaya. 
9. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan. 

10. Sel<si Hubungan Masyarakat (Humas), 

Demikian Serita Acara lurun ini dibuat unluk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

PALEMBANG, ..................... . 
PANITIA MUSYAWARAH PEMEKARAN/PENGGABUNGAN/ 

PENGHAPUSAN PENGURUS RT ... RW ..... . 
KELURAHAN ...... KECAMATAN ........... . 

Kelua, Sekretaris , 

Mengetahui 
Lurah ....................... , 

NIP ......... . 

l 

I 

, . . 



NO NAMA 

~ 

Mengelahui 
Lurah ...... ............. . 

··········· ····· ···· ......... ,, 
NIP .... .. ........... .. 

Ore. • Mer{...an Hum&l'I, M. SI 

DAFTAR : HADIR PESERTA PEMEKARAN/ 
PENGGABUNGAN/PENGHAPUSAN RT 
RW ... SERTA KEPENGURUSANNYA. 
KELURAHAN 
KECAMATAN 
HARi 
TANGGAL 

ALAMAT/RT 

tf 
-

TANDA TANGAN 

-

Ketua Panitia 
Pemuka Masyarakat, 

< -[:-~ \>, '. llRITA DAE""'H KOTA PAl •M'A" • 
~!~ ___ T AMUI< 200 8 N0.',10S /2, 
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LAMPIRAN X PERATURAN WALll{OTA PALEMBANG 
NOMOR : I? TAHUN 2008 
TANGGAL: (0 APJ2.IL 2008 
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TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN, 
PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN 
TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA 
(RW). 

KEPUTUSAN CAMAT ........ . 
NOMOR ...... TAHUN ....... .. 

TENTANG 

PENETAPANPEMEKARAN/PENGGABUNGAN/PENGHAPUSAN 
RUKUN TETANGGA (RT) ......... RUKUN WARGA (RW) ........ .. 

KELURAHAN ............... KECAMATAN .............. .. 
MASA BHAKTI .......................... . 

CAMAT ..................... .. 

b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi RT dan RW serta 
berdasarkan Serita Acara Hasil Musyawarah pemekaran/ 
penggabungan/penghapusan Rukun T4!fiF ngga (RT) .. . . . .. . .. .. Rukun 
Warga (RW) . .. . . . . . . Kelurahan ...... ~ . . Kecamatan .. .. .. . .. .. .. Mas a 
Bhakti ... ...... ............. NomOf ........ da~ Persetujuan Walikota Palembang 
Nomor ............ .... . , sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan 
Daerah Kola Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), perlu meninjau dan 
menyempurnakan kembali kepengurusan RT .......... RW ............ ; 

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
pertu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Pemekaran / 
Penggabungan / Penghapusan Rukun Tatangga (RT) ... ...... Rukun Warga 
(RW) .......... l<elurahan .. . . .. . .. .. . .. . Kecamalan .......... ...... Masa Bhakti 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tenlang Pembentukan Daerah 
Tingkat 11 dan Kolapraja di Sumatera Selalan (Lembaran Negara Rt Tahun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821 ); 

2. Undang-Undang Nomor 1 O T al1un 2004 I en tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Rt Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran. 
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerinlah Pengganli 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tenlang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4548); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Anlara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 lentang Kelurahan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4588); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerinlahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi 
Dan Pemerintahan 0aerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

7. Peraluran Daerah Kola Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerinlah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kola 
Palembang Tahun 2000 Nomor 24); 

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2001 tentang 
Organisasi dan Tata Ke~a Kecamatan (Lembaran Daerah Kola Palembang 
Tahun 2001 Nomor 23): 

' I 



Menetapkan 

PERTAMA 

KEDUA 

Tembusan : 
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9. Peraluran Daerah Kola Palembang Nomor 15 Tahun 2005 tenlang 

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasl 
Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (Lembaran 0aerah Kota 
Palembang Tahun 2005 Nornor 15); 

10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Rukun Telangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran 
0aerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8); 

11. Peraturan Walikola Palembang Nomor Tahun 2008 tentang Petunjuk 
Teknis Pembentukan, Penataan dan Pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan 
Rukun Warga (RW) (Serila Daerah Kola Palembang Tahun 2008 
Nomor ). 

MEMUTUSKAN 

l<EPUTUSAN CAMAT ................ TENTANG PENETAPAN PEMEKARAN / 
PENGGASUNGAN I PENGHAPUSAN RUKUN TETANGGA (RT) .. .. .... . 
RUl<UN WARGA (RW) .......... KELURAHAN ............... KECAMATAN 
................ MASA BHAKTI ................ . 

Menetapkan pemekaranlpenggabungan/pet1ghapusan RT ... .. .. . RW ......... . 
Kelurahan ............. Kecamatan .... ......... menjadi RT .... . :.. RW ......... . 
Kelurahan .. ........... Kecamatan ..... .. .. .. .. Mas a Bhakti ........... , dengan 
susunan kepengurusan sebagaimana lersebut dalam lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kepulusan ini. 

Keputusan ini mulal berlaku pada langgal ditelapkan. 

Dilelapkan di Palembang 
pada langgal .......... .. .. 

a.n. Walikota Palembang 
Carnal ....... . 

NIP . ... .... .. . . 

1. Walikota Palembang. 
2. Kelua DPRD Kola Palembang. 
3. Kepala Sadan PMK Kota Palembang. 
4. Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kola Palembang. 
5. l urah ............... . 
6 ............................ ........ . 

"-"'o/' flotmon. M. SI 
• 9£RITA DAErtA~t KOTA ,-AlFM~AN -' 

TAHUN 200 8 N0\10• /_:S 

• 

l 
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KEPUTUSAN CAMAT .................... . 
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NOMOR : I°? TAHUN 2008 
TANGGAL: ID APP.IL 2008 
TENTANG: PENETAPAN PEMEKARAN / 

PENGGABUNGAN / PENGHAPUSAN 
RUKUN TETANGGA (RT) •••...... RUKUN 
WARGA (RW) KELURAHAN 
............... KECAMATAN ..•...•....•.... MASA 
BHAKTI ..........•...•.. 

SUSUNAN PENGURUS RT ........ RW •.......... 
KELURAHAN ................ KECAMATAN ........... . 

MASA BHAT! .................. . 

I. Ketua 

II. Sekretaris 

Ill. Bendahara . 

IV. Beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan dan dipandan(,.erlu, seksi-seksi tersebut adalah 
sebagai berikut : t 
1. Seksi Keamanan dan Ketertiban. 
2. Seksi Kerahonian alau Agama. 
3. Seksi Sosial Kemasyarakatan dan Perekonomian. 
4. Seksi Pendidikan atau Pengembangan SOM. 
5. Seksi Kesehatan dan Kependudukan. 
6. Seksi Pemuda dan Olahraga, 
7. Seksi Pemberdayaan Perempuan. 
8. Seksi Pariwlsata, Seni Budaya. 
9. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan. 

10. Seksl Hubungan Masyarakat (Humas). 

a.n. Walikota Palembang 
Camat ........ . 

..... ............... 
NIP . ...... . ... , .. 

• 

I 



LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR : I? TAHUN 2008 
TANGGAL: 10 Af'r.2.IL 2008 
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TENTANG : PETUNJUK TEl<NIS PEMBENTUKAN, 
PENATAAN DAN PEMBINAAN RUKUN 
TETANGGA; (RT) DAN RUKUN WARGA 
(RW). 

PEDOMAN PAPAN NAMA, KOP SURAT DAN STEMPEL 
RTDANRW 

I. PAPAN NAMA RT DAN RW. 

A. Oibua: dari alat seng berkerangka kayu berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran : 

1. Panjang : 60 cm. 
2. Lebar : 40 cm. 

B. Wama Clasar putih. 

C. Berisikan tulisan dengan huruf balok berwarna hilam. 

1. Untuk papan nama Rukun Telangga (RT) : 
a. 213 untuk tulisan Ketua RT. 
b. 113 untuk nama Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kata. 

2. Untuk papan nama Rukun Warga (RW) : 
a. 213 untuk tulisan Ketua RW. 
b. 113 untuk nama Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kata. 

D. Dipasang di halaman kantar atau rumah Kelua RT dan RW pada sebuah tiang dengan cat 
hitam selinggi 150 cm, kecuati apabila tidak memungkinkan dipasang dengan cara ini dapat 
ditempatkan pada dinding kanlor atau rumah yang dibaca oleh umum. 

E. Contoh papan nama RT dan RW. 

40CM 

40CM 

60CM 

KETUA RT 02 - RW 05 

KELURAHAN PAHLAWAN 
KECAMATAN KEMUNING 

KOTA PALEMBANG 

60CM 

KETUARW02 

KELURAHAN PAHLAWAN 
KECAMATAN KEMUNING 

KOTA PALEMBANG 

II. KOP SURAT RT DAN RW. 

A. Kap surat RT dan RW ditulis pada bagian atas dari kertas surat dengan cantoh sebagai berikut : 
1. Conloh Kop surat RT 

RT 02 RW0S 

KELURAHAN ......... ......... KECAMATAN ...... ..... .... .. ................ .. 
JL. ................ ....................... No . .......... ....... .. ... ..... ... ... .... ... ... .... . Palembang 
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2. Contoh Kop sural RW 

RW05 

KELURAHAN ·············· ···· KECAMATAN ·····••H••········ ··· ... ........ . 
JL. .................................... ... No ...................... ..... .. ....... .... .... ..... Palembang 

B. Penggunaan 
Kop 3ural RT dan RW dipergunakan untuk surat-sural yang dikeluarkan oleh RT dan RW. 

Ill. STEMPEL RT DAN RW. 

A. Bentuk dan ukuran stempel RT dan RW berbentuk persegi panjang, dengan ukuran sebagai 
berlkut : 

1. Panjang 
2. Labar 

B. lsi · 

: 5 cm. 
· ? .5cm. 

1. 1/3 bagian diisi Nama RT dan RW, dllulis dengan huri•P·alok. 
2. 2/3 baglan diisi Nama Kelurahan, Kecamatan dar- emerintah Kola Palembang, dilulis 

dengan huruf balok. 

c. nnta dan letak 
Stempel RT dan RW menggunakan tinta belwama biru dan dibubuhkan pada bagian kiri dari 
tanda tangan ketua alau sekretaris RT dan RW. 

D. Contoh stempel RT dan RW. 

2,5 CIII 

RT 

RW 

5cm 

KEI.. PAIII.AWAN 

KEC. KEMUNING 

KOTA l'ALEMIIANG 

-
Humon. IA. SI 

IIAITA OAEPIAH t<OTA 11.Al.'M •~j~ 

TAIIUN 2008 NO"i') I e, 

RW 

2.5 Clll 

Som 

KEL. PAIII.AWAN 

KEC. KEMUNINO 

KOTA PALEMBANG 

.. 

... 


